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ABSTRACT 

Credit is an activity of providing loans to parties in need, by returning interest and principal based 

on the agreed time. Proper system processes and procedures in providing credit will be able to 

reduce the occurrence of non-performing loans. This study aims to find out about the 

implementation of the credit system and procedures in the LPD of the Manggissari traditional 

village. The data collection methods used in this study were interviews and documentation, and 

were analyzed using qualitative descriptive analysis. The results in this study explain that the 

credit granting system consists of several procedures, namely credit application, data verification, 

credit decisions and credit realization. The documents required for granting credit are a letter of 

credit application, minutes of credit or loan agreements, minutes of handover of credit guarantees, 

prime credit notes, and BKK (Proof of Cash Out). The sections involved in granting credit are 

credit analysts, LPD chairman, and LPD treasurer. In resolving non-performing loans, it is 

carried out by replacing members of the management, extending the installment period, waiving 

interest rates, delaying interest payments and confiscation of collateral. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan serta kemajuan perekonomian saat ini, sudah mulai dirasakan oleh 

masyarakat luas. Hal ini menyebabkan masyarakat harus bisa mengikuti setiap perkembangan 

perekonomian yang ada. Untuk menunjang perkembangan perekonomian bagi masyarakat 

menengah kebawah perlu mendapatkan permodalan melalui usaha perkreditan.  

Bali terkenal dengan adat – istiadat serta kebudayaannya yang kuat. Untuk mendapatkan 

perekonomian yang sejahtera, maka bali menciptakan salah satu Lembaga keuangan yaitu 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Setiap desa yang ada dibali  mendirikan LPD yang bertujuan 
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untuk mengelola dan mengatur keuangan desa adat, serta membantu pembangunan dan 

pengembangan  desa terutama dalam  bidang ekonomi.  

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat Manggissari, yang terletak di kecamatan 

Pekutatan kabupaten Jembrana Bali, yang bertugas untuk menerima dana berupa deposito dan 

tabungan dari krama desa, kemudian memberikan kembali dana tersebut dalam bentuk fasilitas 

kredit. Kredit yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan membayar dari 

masyarakat. Kredit memiliki struktur yang mengandung sistem dan prosedur yang harus 

diterapkan oleh pihak LPD  Desa Adat Manggissari. Dalam menganalisis persyaratan pengajuan 

kredit dari calon nasabah, pihak analis harus memperhatikan prinsip 5C atau  “ The Five C of 

Credit” (Adinugroho,  1994: 10), diantaranya character, capacity, capital, collateral dan condition 

of economy. Prinsip ini harus diterapkan oleh analis kredit untuk mengetahui kualitas dari nasabah.  

Setiap kredit yang disalurkan bisa menimbulkan kredit bermasalah. Maka dari itu, pihak 

kreditur harus menjalankan proses pemberian kredit yang meliputi sistem dan prosedur 

berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan.  Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2018 

– 2020,  jumlah kredit bermasalah pada  LPD desa adat Manggissari yaitu : 

Tabel 1. Laporan Kolektibilitas  Kredit Bermasalah  pada Lembaga Perkreditan  

Desa (LPD) Desa Adat Manggissari 

Tahun 

Jenis kolektibilitas 
Total Kredit 

Bermasalah 

(Rp) 

Total Kredit 

yang 

Disalurkan 

(Rp) 

Persentase 

Kredit 

Bermasalah 

(%) 

Kurang lancar Diragukan Macet 

(Rp) (Rp) (Rp) 

2018 11.833.000 51.642.000 7.774.000 71.249.000 2.174.137.000 3,277 

2019 11.833.000 51.642.000 7.774.000 71.249.000 2.334.636.000 3,051 

2020 209.840.000 105.704.000 528.455.000 843.999.000 1.528.786.000 55,207 

Sumber : LPD Desa Adat Manggissari 

Berdasarkan tabel 1 menunjukan bahwa kredit bermasalah merupakan jumlah nominal 

kredit yang kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan persentase kredit bermasalah 

didapatkan dari perbandingan total kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan. Total 

kredit bermasalah pada tahun 2018 dan 2019 masih dalam kondisi normal atau sewajarnya bahkan 

menurun di tahun 2019 sebesar 0,176% dari tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 data kredit 

bermasalah  mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 52,156%, persentase  ini 

sudah melebihi batas maksimal yang sudah diatur oleh Bank Indonesia yaitu 5% setiap tahun.  

Kejadian akan berdampak negatif bagi LPD Desa Adat Manggissari, sehingga perlu 

diterapkan analisis sistem dan prosedur pemberian kredit sesuai dengan pedoman, yang diterapkan 
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oleh pihak intern maupun pihak ekstern. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik 

meneliti “ Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit dalam Upaya Meminimalisir Kredit 

Bermasalah  pada Lembaga Perkreditan Desa ( LPD ) Desa Adat Manggissari”. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Pengertian sistem dan prosedur Menurut Mulyadi (2001 : 5) “Sistem adalah suatu jaringan 

prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. 

Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang 

dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam 

transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”. 

Pengertian kredit dalam Nugroho (1997: 31) adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam 

antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah 

jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. 

Kredit bermasalah, dalam ilmu keuangan dan akuntansi keuangan, adalah bagian dari 

piutang yang tidak dapat lagi ditagih, biasanya berupa piutang dagang atau pinjaman. Kredit 

bermasalah dalam akuntansi dianggap sebagai biaya. Pengertian umum atau secara luas, kredit 

bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit di mana debiturnya tidak memenuhi 

persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin 

deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya (Mahmoeddin, 2002:3). 

Penelitian terdahulu Komang Triana Windartini (2014) menyebutkan bahwa LPD di 

kecamatan Denpasar Timur terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya kredi macet 

yaitu faktor intern dan ekstern. Sedangkan faktor yang paling berpengaruh yaitu  faktor intern 

karena sedikitnya pengawasan pada bagian kredit yang ada di LPD. Komang Edy Purnawan (2017) 

menyatakan bahwa  dua faktor yang menyebabkan LPD desa adat Muntigunung mengalami kredit 

macet yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal memiliki pengaruh yang sangat 

besar karena ketidak benaran dalam pengelolaan pengurus LPD, dan tidak ada keterbukaan tentang 

laporan keuangan. Sedangkan faktor eksternal meliputi tentang kurangnya pemahaman 

masyarakat mengenai LPD. Penelitian dari Ayu Trieesnaning Rahmawati (2016), dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia unit Slawi, dalam menyalurkan 

kredit kepada nasabah kurang memperhatikan kondisi ekonomi dari masyarakat sehingga 

menimbulkan kredit bermasalah, sehingga tidak bisa memenuhi target. Putu Widiada (2018), hasil 

penelitiannya menerangkan bahwa prosedur pemberian kredit pada LPD desa pakraman Tukad 

https://id.wikipedia.org/wiki/Keuangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi
https://id.wikipedia.org/wiki/Piutang
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Piutang_dagang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman
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Mungga terdiri dari perngajuan kredit, melakukan survey ke lokasi nasabah, tahap analisis, 

pemberian keputusan dan yang terakhir tahap pencairan kredit.  

Berdasarkan penelitian Ni Luh Dia Ayu Ningtias (2020), dalam hasil penelitiannya 

memaparkan bahwa LPD desa adat Cengkilung belum memiliki kebijakan prosedur pemberian 

kredit, dan dalam penilaian kenasabah tidak menerapkan prinsip 5C.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian untuk menganalisis sistem dan 

prosedur pemberian kredit dalam upaya meminimalisir kredit bermasalah. Kredit merupakan 

kemampuan untuk melaksanakan pinjaman dengan melakukan pelunasan berdasarkan waktu 

yang ditentukan. Proses penyaluran kredit harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan,  

dan berdasarkan komponen – komponen yang terkait dalam pemberian kredit pada LPD desa adat 

Manggissari.  Serta menjelaskan apakah komponen – komponen tersebut sudah sesuai dengan 

teori atau tidak. Agar lebih mudah dipahami, berikut disampaikan kerangka berpikir dalam 

penelitian ini : 
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Gambar 1. Kerangka Berpikir 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :  

1. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan analis kredit serta pihak – pihak 

yang terkait mengenai penelitian, dengan tujuan memperoleh data yang lebih objektif 

dan transparasi. 

2. Dokumentasi 

Kredit 

Komponen Sistem dan Prosedur Pemberian 

Kredit 

1. Dokumen yang digunakan 

2. Fungsi-fungsi terkait 

3. Prosedur pemberian kredit dalam upaya 

meminimalisir kredit bermasalah 

4. Sistem pemberian kredit (flowchat) 

 

Sistem Dan Prosedur Pemberian 

Kredit 

Sistem dan Prosedur 

Pemberian Kredit LPD 

Manggisari 

Sistem dan Prosedur 

Pemberian Kredit 

Menurut Teori 

Sesuai Teori Tidak Sesuai Teori 

Lanjutkan Perbaikan 
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Dokumentasi adalah proses pengambilan  data yang berdasarkan  dokumen serta 

catatan – catatan tentang sistem dan prosedur pemberian kredit.  

Setelah memperoleh data dari berbagai nara sumber, maka data yang sudah dikumpul akan 

dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis tanpa memakai perhitungan statistika, dan 

hanya mengolah data yang sudah ada untuk menjadi sebuah teori. Metode ini menguraikan serta 

menjelaskan segala informasi yang didapat dilapangan yang terkait dengan penelitian.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

LPD  desa adat Manggissari berada di kecamatan Pekutatan, kabupaten Jembrana Bali. 

Lembaga Perkreditan Desa  ini didirikan pada tahun 1986, yang bertujuan untuk membantu 

pembangunan desa. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan oleh LPD desa adat manggissari 

yaitu menerima  dana dari krama desa, menyalurkan kredit, dan menyimpan kelebihan 

likuiditasnya di Bank Pembangunan Daerah Bali.  

Menyalurkan kredit kepada masyarakat  merupakan salah satu kegiatan unggulan LPD desa 

adat Manggissari. Pemberian  kredit ini  hanya berlaku kepada krama desa adat setempat, dengan 

lokasi atau area anggunan yang tidak ditentukan. Anggunan ini hanya berlaku untuk pinjaman 

diatas Rp. 3.000.000. Sedangkan suku bunga diberikan dari tahun 2018 – 2020 itu berkisar antara 

1 % sampai 2,5% menurun, sedangkan  sejak agustus tahun 2021 suku bunga yang diberikan 

menetap yaitu 1,5%. Untuk nominal kredit yang diajukan dari nasabah maksimal 50% dari nilai 

anggunan. Hal ini dilakukan dalam upaya meminimalisir terjadinya resiko apabila terjadinya kredit 

macet dengan melelang anggunan.  

Beberapa dokumen yang digunakan dalam pemberian kredit oleh LPD desa adat 

Manggissari yaitu surat permohonan pinjaman, berita acara perjanjian kredit atau pinjaman, berita 

acara serah terima anggunan kredit, Prima Nota Kredit, BKK ( Bukti Kas Keluar ). Bagian yang 

terkait dalam pemberian kredit yaitu Ketua LPD, analis kredit dan bendahara LPD.  

LPD desa adat  Manggisari melakukan prosedur pemberian kredit yang diawali dengan 

permohonan pinjaman, dimana pihak nasabah  mengajukan permohonan kredit dengan mengisi 

surat permohonan pinjaman  serta melengkapi semua dokumen persyaratan yang diperlukan. 

Selanjutnya verifikasi data, pihak analis kredit akan melakukan pengecekan mengenai 

perlengkapan atau keaslian dokumen tersebut. Pihak analis kredit akan melakukan verifikasi data 

atau pengecekan fisik dengan terjun langsung kelapangan. Setelah dilakukan pengecekan dan 

verifikasi data oleh analis kredit. Selanjutnya adalah keputusan kredit. Ketua LPD akan melakukan 

wawancara kepada nasabah serta mengeluarkan keputusan apakah kredit tersebut layak disalurkan 
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atau tidak. Tahap terakhir  yaitu realisasi kredit, kredit akan direalisasikan ke nasabah oleh 

bendahara LPD, apabila sudah menerima persetujuan dari kepala LPD 

Sedangkan sistem penyaluran kredit di LPD desa adat  Manggissari yaitu pemberian kredit 

ini akan diawali dengan permohonan kredit dari nasabah. Nasabah wajib mengisi data diri pada 

surat permohonan pinjaman yang sudah disiapkan oleh LPD, serta permohonan tersebut  disetujui 

oleh  bendesa adat dan kelian adat setempat. Selanjutnya melengkapi dokumen persyaratan seperti, 

foto copy KTP (suami + istri), foto copy KK, ( bagi nasabah yang melakukan pinjaman Rp. 

1.500.000 - Rp. 3.000.000 ), serta dilengkapi dengan  foto copy bukti kepemilikan barang jaminan 

(bagi nasabah yang melakukan pinjaman Rp. 3.000.000  - Rp. 20.000.000 ). Setelah permohonan 

kredit diterima, beberapa tahapan atau prosedur pemberian kredit dilakukan dengan  melibatkan 

beberapa pihak di LPD diantaranya pihak analis kredit, yang bertugas  menerima  berkas pengajuan 

dari debitur,  dan melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dokumen.  . Selanjutnya pihak 

analis akan melakukan verifikasi, seperti pengecekan agunan, serta pengecekan kepemilikan 

sertifikat ke pihak yang terkait. Jika tidak ada masalah dalam verifikasi dan semua persyaratan 

sudah terpenuhi, maka pihak analis akan menyerahkan semua dokumen tersebut ke Ketua LPD. 

Setelah semua permohonan dirangkum oleh pihak analis, selanjutnya  ketua LPD akan melakukan 

wawancara kepada nasabah, mengenai permohonan pinjaman kredit. Hal ini bertujuan agar ketua  

LPD bisa memastikan apakah kredit ini layak disalurkan atau tidak. Apabila permohonan disetujui, 

maka akan langsung dibuatkan surat perjanjian kredit diantaranya  berita acara perjanjian kredit 

atau pinjaman dan berita acara serah terima anggunan kredit (nasabah yang melakukan pinjaman 

diatas Rp. 3.000.000). Setelah permohonan disetujui dan menerima berkas  persetujuan dari ketua 

LPD, selanjutnya bendahara akan menyiapkan prima nota kredit yang digunakan untuk pencatatan 

bukti pembayaran angsuran setiap bulannya. Setelah itu bendahara LPD akan melakukan 

pencairan kredit dengan menggunakan Bukti Kas Keluar (BKK).  

Sistem pemberian kredit yang dijalankan sesuai dengan kebijakan, tidak akan bisa 

menjamin bahwa kredit yang disalurkan kedepannya tidak menimbulkan kredit bermasalah atau 

kredit macet.  Kita bisa menilai bahwa kualitas kredit sangat bergantung pada kualitas debitur. 

Untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah  upaya – upaya yang dilakukan oleh pihak LPD, 

yaitu mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia, menetapkan pedoman prosedur 

pemberian kredit yang tepat, melakukan penilaian atau evaluasi kepada calon debitur dengan 

menerapkan prinsip 5C. 

Berdasarkan tabel 1.1 didapat temuan pada tahun 2020 yaitu terjadi kredit bermasalah 

dengan nominal Rp. 1.528.786.000 atau 55,207%. Temuan ini  mendapat perhatian khusus dari 
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desa pakraman selaku penanggung jawab LPD. Sehingga dilakukan rapat atau paruman sesuai 

dengan kearifan lokal setempat untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Adapun 

cara yang dilakukan oleh LPD dalam menyelesaikan masalah ini yang disesuaikan dengan kondisi 

nasabah dilapangan dan berdasarkan keputusan bersama pada rapat paruman desa pakraman  yaitu 

perubahan anggota pengurus LPD, memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran, 

pembebasan suku bunga, penundaan pembayaran bunga sesuai dengan jangka waktu yang 

ditentukan, dan  penyitaan barang jaminan.  

Berikut merupakan bagan alir sistem penyaluran kredit pada LPD desa adat Manggissari :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Flowchart Permohonan dan Persetujuan Kredit pada LPD Desa Adat 

Menggisari 

 

Sistem dan prosedur yang dilakukan oleh desa adat Manggissari dalam pemberian kredit 

kepada nasabah memiliki kesesuaian dengan teori yang dikemukakan pada  Kasmir (2002, 110-

114 ).  

Pada umumnya, penyebab timbulnya kredit bermasalah itu disebabkan oleh dua belah 

pihak yaitu  pihak LPD dan pihak nasabah. Non Perfoming Loan  ini merupakan suatu 

permasalahan yang bisa menilai tentang kinerja LPD.   Maka dari itu, Adapun hal yang dilakukan 

dalam meminimalisir tunggakan kredit tersebut oleh LPD desa adat Manggissari yaitu : 
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1. Mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia 

2.  Menetapkan pedoman prosedur perkreditan yang tepat 

3. Melakukan upaya atau evaluasi kepada calon debitur 

Berdasarkan data kolektibilitas kredit bermasalah pada tahun 2018 – 2020, terdapat 

kesalahan dalam proses pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan pada LPD desa 

adat Manggissari, diantaranya  Suku bunga yang diberikan kepada debitur bervariasi antara 1% - 

2,5% dan tidak menentukan batas minimal dan maksimal nominal pinjaman.  Nilai suku bunga 

dan jumlah pinjaman berdasarkan kesepakatan antara ketua LPD dan nasabah. Debitur dari satu 

keluarga diperbolehkan mengajukan pinjaman baru atas nama dan nominal yang berbeda, 

meskipun anggota keluarga tersebut (satu Kartu Keluarga) memiliki pinjaman di LPD. Pinjaman 

kredit ini tanpa menyerahkan jaminan atau anggunan. Kejadian ini menyebabkan terjadinya kredit 

bermasalah yang terjadi pada tahun 2020 dengan persentase 55,207% atau sebesar Rp. 

1.528.786.000. Kejadian ini ditindak lanjuti dengan mengadakan paruman antara desa pakraman 

dan pengurus LPD untuk membahas dalam penyelesaian masalah tersebut. Sehingga dilakukanlah 

perbaikan dari kebijakan sebelumnya yaitu menetapkan suku bunga pinjaman menjadi 1,5% bunga 

menetap, menentukan batas minimal dan maksimal pinjaman yaitu Rp. 1.500.000 – Rp. 

20.000.000, pemberian kredit kepada nasabah dengan nominal Rp. 3.000.000 – Rp.20.000.000 

wajib menggunakan barang jaminan atau anggunan,  pemberian kredit tidak menggunakan sistem 

kekeluargaan,  tetapi pada setiap proses permohonan pihak analis selalu melakukan evaluasi atau 

penilaian kepada calon nasabah dengan menerapkan prinsip 5C, mencatat atau memasukan semua 

transaksi pembayaran angsuran ke prima nota kredit, memberikan surat peringatan bagi nasabah 

yang memiliki status kredit bermasalah,  serta selalu melakukan kunjungan setiap sebulan sekali 

atau pada saat tangggal jatuh tempo.  

Selain itu  cara yang ditempuh oleh LPD untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang 

sudah terjadi berdasarkan keputusan bersama dalam paruman yaitu perubahan anggota pengurus 

LPD, memperpanjang jangka waktu angsuran ,pembebasan suku bunga, penundaan pembayaran 

bunga sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, dan penyitaan jaminan . Penyelesaian kredit 

bermasalah ini diselesaikan sudah berdasarkan teori yaitu :  

a. Rescheduling, dengan cara memperpanjang waktu jatuh tempo 

b. Reconditioning, dengan cara mengubah ketentuan atau perjanjian sebelumnya 

c. Pembebasan suku bunga,  dimana nasabah tidak melakukan pembayaran bunga 

tetapi hanya membayar pokok angsuran saja.  
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d. Penyitaan jaminan , hal ini dilakukan apabila nasabah sudah tidak punya itikad baik 

lagi dalam membayar angsuran (Kasmir, 2010:109) 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Sistem pemberian kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) desa adat Manggissari 

terdiri dari tahap – tahap atau prosedur diantaranya permohonan kredit, verifikasi data, keputusan 

kredit dan realisasi kredit. Sistem ini dimulai dari permohonan kredit yang dilakukan oleh nasabah 

dengan melengkapi dan mengisi data diri pada surat permohonan pinjaman yang disetujui oleh  

bendesa adat dan  kelian adat setempat, serta melengkapi persyaratan dibutuhkan. Selanjutnya 

permohonan ini diserahkan ke pihak analis kredit untuk dicek kembali mengenai kelengkapan dan 

keaslian dokumen serta dilakukan verifikasi atau pengecekan langsung kelapangan mengenai 

kondisi nasabah. Apabila semua dokumen sudah lengkap dan verifikasi tanpa ada kendala, maka 

hasilnya akan diserahkan ke ketua LPD. Selanjutnya ketua LPD akan melakukan wawancara 

kepada nasabah sebagai bahan pertimbangan  dalam pengambilan keputusan kredit. Apabila kredit 

layak disalurkan, maka ketua LPD akan langsung membuat surat perjanjian kredit diantaranya, 

berita acara perjanjian kredit atau pinjaman dan berita acara serah terima anggunan kredit. Jika 

permohonan sudah disetujui, bendahara LPD  menyiapkan prima nota kredit dan dijelaskan kepada 

nasabah mengenai proses pembayaran angsuran, selanjutnya melakukan pencairan dengan 

menggunakan BKK (Bukti Kas Keluar). Dari hasil penelitian sistem dan prosedur pemberian 

kredit pada LPD desa adat Manggissari, telah dilakukan sesuai dengan teori.  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang ingin disampaikan oleh peneliti  

diantaranya, upaya meminimalisir kredit bermasalah pada LPD desa adat Manggissari agar bisa 

dijalankan sesuai kebijakan supaya mampu mengurangi terjadinya kredit macet, pemberian kredit 

dengan nominal Rp. 1.500.000 – Rp. 3.000.000 yang tanpa jaminan  pada LPD desa adat 

Manggissari sebaiknya peraturan dirubah dengan menggunakan jaminan agar upaya ini bisa 

membantu dalam meminimalisir terjadinya kredit bermasalah,  LPD  harus teliti untuk memilih 

calon debitur yang memiliki itikad yang baik dalam melakukan pembayaran angsuran dan 

memastikan kebenaran usaha dimiliki tidak dalam masalah.  
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